
ABSTRAKSI 

A. La tar Belakang Masalah 

Pada prinsipnya t:mggungjawab direksi pada badan hukum pada perseroan 
terbatas yang jatuh pailit sama saja seperti tanggungjawab direksi pada pcrscroan 
terbatas yang berjalan normal. Merupakan ketentuan umum, bahwa scpanjang 
beritikad baik, direksi dari suatu perseroan yang mengalami kepailitan tidak dapat 
dimintai pertanggung jawaban secara financial. Dalam hal ini perscroan 
dinyatakan pailit dan kepailitan itu terjadi karena kcsalahan atau kelalaian diccksi, 
maka UUPT mengatur secara khusus tanggung jawab direksi yang melakukan 
kesalahan atau kelalaian terscbut. 

Tidak semua kcpailitan akan membawa direksi ke arah pertanggung 
jawaban yang ditentukan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT, melainkan banya yang 
karena kesalahan direksi saja atau sebagai akibat gross negligence. fraud, conjlici 
of imeresi atau illegality yang dimungkinkan dimintanya pertanggung jawaban 
direksi secara pribadi. Tindukan direksi yang dengan sengaja tidak membayar 
kewajiban yang telah jatuh tempo sehingga menyebabbkan perseroan dimohonkan 
kepailitan pada akhlmya jatuh dalam keadaan pailit berdasarkau putusan 
pcngadilan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap business judgement 
rule. Dalam konsepsijiducimy duly tcrkandung duty of care and skill ata11 duty of 
foyaliry and good faith, yang pclanggarannya mengakib atkan breach of duty dari 
direksi tcrsebut, yang dapnt membawanya kepada pcrtangi,'llrlg jawaban pribadi 
tehadap kerugian yaDg diderita oleh perscroan,pemegang saharn maupun pihak­
pihak yang berkepentingan terhadap perseroan. Berbeda <lengan konsepsi 

flducia1y dury, dalam konsepsi business judgement rule, seorang direksi baru 
dapot dimintakan pe11anggung jawabannya sccara pnoadi atas kepailitan 
perseroan terbatas jika ia tcrbukti telali salah atau melakukan gross negligence, 

fraud, conjlicl of interes1 a1a11 illegality. 

B. Pcrmasalahan 

Bcrdasarkan latar belakang diatas, maka pcrmasalahan yang akan dibahas 
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebaga.i berikut: 
I .  Bagaimana menentukan seorang direksi tclah melanggar prinsip Fiduciary 

Duly? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menycbabkan tcrjadinya kepail itan 

suatu perseroan terbatas? 
3 Bagaimana akibal hukum kepailitan perseroan terbatas? 
-1. Bagaimana tanggung jawab direksi atas kepailitan pcrseroan tcrbatas? 
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C. Tujuan Penulisao 

Berdasarkan pcrmasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah : 
I .  Untuk dapat mengctahui don mcmahami dengan jclas bagaimana dircksi tel ah 

melanggar prinsip Fiduciary Duty 
2. Untuk dapat mengetahui dan mcmahami faktor-fnktor yang mcnyebabkan 

terjadinya kepailitan perseroan tcrbatas 
3. Untuk dapat mcngetahu1 dan men1ahami akibat hukum kepaililan perseroan 

tcrbatas 
4. Untuk mcngetahui dan memahruni tanggung jnwab direksi atas kcpailitan 

pcr�eroan terbatas 

D. l\Jctode Peneliti:m 

Penulisan skripsi mi adalah pcnulisan hukum normatif, hal ini dilakukan 
untuk mengetahui substansi hukum yang mcncakup perangkat ka1dah atau 
pcrilaku yang teratur, mcropakan nom1a-nonna hukum yang menyangkut tentang 
tanggung jawab dircksi ntas kepailitan badan bukum pcrseroan tcrbatt1s ya1tu 
Undang-Undang No. I tahun 1995 tentang Pcrseroan Tcrbatas dan Undang­
Undang No.37 Tahun 200-I tentang Kepailitan clan PKPU. Sifat dari penulisan 
skripsi im adalah bcn;1fat dcskrikuf scbab akan menggambarkan dan mcluki�kan 
asas-asa� atau peraturan-peraturan yang bcrhubungan dengan tujuan pcnulisan im. 

Pengumpulan dnta yang digunakan dalam pcnulisan ini ndnlah melalui 
pcnelilian kcpustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi dan 
doktrin, pcndapat atau pcmikiran konscptual dan pcnclitian pcndahulu yang 
berhubungan dengan obJek telaahan pcnelitian ini yang dapat beropa pcraturan 
pcrundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. 

E. Kcsimpul:m dan S:ir:m 

a.Kesimpulan 

Bcrdasarkan urnian dimuka, maka dapat disimpulkan sebagai bcrikut: 
I .  Prinsip fiduciary duty mcnuntut direksi dcngan itikad baik untuk kcpcntingan 

dan IUJU311 perseroan. Pelanggaran tcrhadap prinsip 1m membawa konsekuensi 
yang bcn:n bagi dU"Cksi, seperti terlihat dalam Pasal 85 dan pasal 90 UU No. I 
tahun 1995 tentang Pcrseroan Terbatas, karcna ia dapat dimintai 
pertanggungjawaban secara pribadi 11tau perkataan lain berlaku "Piercing the 
corporate veif'. Apnbila direksi tidak dapat memcnuh1 duty of care dan duty of 
loyality, maka ia tel ah melakukan pclanggaran terhndap prinsip fiduciary dury 
yang dicmbannya 

vi 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2. Kcpailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kchilangan segala 
hak perdata untuk menguasai dnn mengurus harm kekayaan yang telah 
dimasukkan ke dnlam hartn pailit. "Pembekuan" hak perdata ini diberlakukan 
oleh Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepa1litan dan PK.PU tcrhitung 
sejak saat keputusan pemyataan pailit diucapkan. Sebagai konsekuensi dari 
ketentuan pasal 24 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PK.PU. 
maka semua perikatan antara debitur yang dinyataknn pailit dcngan pihak 
ketiga yang dilakukan sesudah pemyataun pailit, tiduk akan dan tidak dapnt 
dibayar dnri harta pailit, kecuali bila perikatan-pcrikatan terscbut 
mendatangkan kcuntungan bagi harta pailit. 

3. Berdasarkan konsepsi fiduciary duty, setiap kepa1htan perseroan adalah 
sebagai akibat dan tidak dipenuhinya fiduciary duty oleh direksi perscroan, 
sehingga atas kepailitan perseronn, direksi dapat dikenakan ketentuan pasnl 85 
ayat ( 2 ) dan pasal 90 ayat ( 2 ) UUPT. Berbeda dcngan konsepsi fid11ciary 
d11ty, dalam konscpsi business judgement rule seorang direksi baru dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kepailitan pcrseroan 
terbatas, jika ia terbukti telah salah atau melakukan gross negligence, fraud, 
conflict of interest atau illegality. 

b. Saran 

I. Dalrun Undang - Undang Kep:ulitan. seharusnya diatur lebih tegas lagi 
tentang penycbab terjadinya kcpailitan. Kepaihtan bukan hanya karena 
diajukan oleh dua kreditur dan udak membayar sedik1tnya satu utang yang 
telah jatuh tempo saja. Tetap1, dalam Undang- Uodang Kcpailitan sebaiknya 
diatur pula tentang kesalahan atnu kelalaian direksi yang menycbabkan 
kcpailitan tcrhodap perseroan yang dipimpinnya. 

2. Dalam UUPT hendaknya diatur secara jelas dan tcgas mengenai prinsip 
fiduciary duty seorang direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, 
schmgga jikn terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini dapat memberikan 
sanksi yang tegas kcpada pihak yang melanggarnya. tcntu saja dalam hal mi 
adalah direks1 pcrseroan itu sendiri 
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